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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tcntang 
Pedoman Umum Pengaruran Mengenai Desa ; 

S. Peraturan Pemerintab Nomor 69 Tabun 1992 tentang Perubaban Batas 
Wilayab Kotamadya Daetah Tingkat n Salatiga dan Kabupateo Daerah 
T~ D Semarang ( Lernbaran Negara Tahun 1992 Namor 114, 
Tambaban Lembaran Neg,ua Nomor 3500); 

4. Peraturan Pemerintah Namar I 6 Tabun 1976 tentang Perluasan 
Ko!Jlmadya Daerah Tingkat D Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 
Nomor 25, Tambaban Lembanm Negara Nomor 3079); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenrang Pcmerinuhan Daerah 
(Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Neg,ua 
Nomor 3839 ) ; 

2. Undang-undang Namar 67 Tahun 1958 tentang Perubaban Baras-batas 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tmgkal 11 Semarang 
(Lembaran Negara Tabun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1652) ; 

I. Undang-undang Namor 13 Tabun 1950 tentang Pemberuukan Daerah - 
daerab Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 1awa Tengab ; 

Menaiogat 

bahwa dengan diundangka.nnya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pcmerintahan Oaerah dan berlalrunya Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai 
Desa, malca dipandang perlu menetap~an Peratutan Daerah tentang Anggaran 
Pcndapotan dan Belanja Dcsa ; 

M.,.imbang 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

•• . . . ' 
'1.NGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA OESA 

TENT ANG 

DHARMOTIAMA SATVA PRAJA 
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PERATVRAN DA'llRAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 10 TAHUN2000 



4. Pemerintah Propinsi Jawa Teogah yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Propinsi adalah Gubemur Jawa Tengah beserta Perangkat Oaerah yang lain 
sebagai Badan EksekutifOaerah Propinsi. 

3. Pemerintah Kabupateo Semarang yang selanjutnya diseb<rt Peroerintab 
Kabupatea adalah Bupati Semarang besena Perangkat Oaerah Kabupateo 
Semarang sebagai badan ekselrutifDaerah. 

DaJam Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dengan : 
I. Desa adalah kesatuan masyarakat huJcum yang memiliki keweoangan untuk 

meogatur dan mengun,s kepeotiogan masyarakat setempat berdasarkan asal 
u$Ul dan adat istiadat setempat yang diakw dalam sistem Pemerintahan 
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana kerja/operasiooal tabunan dari pada program umum 
Pcmcrinlah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjcmahkan 
dawn angka-angka rupiah , di satu pibak menganduog perl<iraan iarget 
pe,,erimaan dan dipihak lain mengandung periciraan bata.s tertinggi 
pengeluaran keuaogan Oesa • 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATUR.AN OAilRAJ:I TENT ANG ANGGAAAN PllNDAPATAN DAN 
BELANJA DESA. 

Menetapkan 

MEMt!IUSKAN: 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKD..AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pembentulam Badan Pcrwakilan Desa (Lernbaran Oaerah 
Kabupalen Semarang Tahun 2000 Nomor 18 ); 

8. Pcraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomo< S Tahun 2000 tentang 
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pomerintah Oesa (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19 ); 

9. Peratutan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Pcraturan Desa (Lembaran Oaerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 
Nomor22); 

M .. perltatika•: l. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 ienwtg Manual 
Penyusunan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2000 Nomor 11 ) ; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Semarang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persen,juan Penetapan Peraturan Dserah 
Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Oesa/Kelurahao; 

·2· 
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Pasal 4 

(I) Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) butuf a terdiri 
dari: 

a. Belanja Pegawai ; 
b. Belanja Barans ; 
c, Bclanja Pernelilw:aan ; 
d. Biaya Perja!anan Dinas; 
e. Belanja Lain-lain . 

d. Bantu.an dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ; 
e, Swnbangan dari pibak ketiga ; dan 
f. ,Pinjaman Ocsa. 

(2) Aoggaran Belanja Desa terdiri dari : 
a. BclanjaRutin; 
b. Belanja Pembangunan 

Pasal 2 

APB Desa terdiri dari ~ Pendapatan dan Anggaran Belanja Desa, 

Pasal 3 

(I) Susuoao Anggaran Pendapatan sebagaimana dimalood dalam Pasal 2 terdiri 
dari : 
a. Sisa lebih per_bitungan anggaran 1ahun yang lalu ; 
b. Peodapatan Asli .Desa ; 
c, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 

I. bagian dari peroleban pajak dan rdnl>usi Oaerah ; dan 
2. bagian dari dana pcrimbangan keuangan Pusat dan Daenh yang 

diterima oleh Pemerintah Kabupaten. 

BABU 

BENTUK DAN SUSUNAN 

I 0. Bupati Scmatang adalah Kepala Oaerah Kabupaten Scmatang • 

8. Peraruran Desa adalah peraturan yang ditctapkan oleb Kcpala Desa dengan 
penerujuan BPD . 

9. Bend.abaBwan Desa adalah Unsur Staf yang diaQgkat Kepala .Desa yang 
mernpunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan dan mcmbayar U&l18, 

6. Kepala .Desa adalah pcjabat yang mernimpin penyelenggaraan pe,nerintaban 
di Desa yang bertanggungjawab kel)ada ~t melalui BPD. 

7. Badan Perw11kilan Desa yang selanjutnya disinglau BPD ad a lab badan 
petwakilan yang terdiri dari pernuka-pernulca masyatalcat yang ada di .Desa 
yang berfu.ogsi mengayomi adat-ismdat, membuat Peraturan Desa, 
mcoampung dan menyalurkan aspirasi masyarakAI, serta mclalo •kan 
pengawasan terbadap penyclengganan Pernerintahan Desa . 

S. Pemerintah Puw yang selanjutnya disellut Pernerinlah adalah .Peranglau 
Nega,a Kesatwln Republik Indonesia yang terdiri dari l'Tesiden dan para 
Men1cri. 

. . 
. 3. 



- . -- .. ----~-.---- ·-~·· -- ·--~-------~-···· 

(2) Bendabarawan Rutin ditugaskan mengelola pe,,geluaran atas beban anggaran 
rutin, baik pengeluaran beban tetap maupun pengeluaran beban sementara . 

(3} Bendabarawan .Pembangunan ditugaskan mengelola atas beban anggaran 
pembangunan, baik pengeluaran beban tetap maupun pengeluaran beban 
sementara. 

Pasal 1 

(l) Bendabarawan Penerima mempunyai tugas mengurus penerimaan Desa yaitu 
menerima semua basil pungutan pendapatan Desa, menyimpan dan 
melJllc.ukan penyeroran ke pemegang K.as Desa . 

(2) Dalarn Bulru Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dibukukan sekerilca 
itu juga semua penerimaan dan semua pengeluaran seeara bruto . 

Pasal 6 
(I) Dalam menjalankan rugasnya Bendabarawan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal S ayat (2} menggunakan Bulru Xas Penerimun dan BuJru Kas 
Pengeluaran . 

(4) Setiap awaJ tabun Anggaran, Kepala Desa menerapkan Bank sebagai 
Pemegang Kas Desa . 

(l) Kepala Desa menyelcnwraJcan pengelolaan, pengurusan. 
pertanggunsjawaban dan pe,,gawasan keuangan Desa berdasarlcan ketentuan 
yang betlalru . 

(2) Untuk melaksanalcan lcegiatan scb~amana dimaksud dalam ayat (I), 
Kepala Desa pada sctiap awal taliun anggaran menetapkan Bendaharawan 
Desa yang ba-asal dari Unsur Staf SCSlW dengan pedoman yang ditetapkan 
oleb Bupati Semarang. 

(3) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I}, terdiri dari: 
a. Bendaharawan Penerima ; 
b. Bendabarawan Rutin ; dan 
c, Bendaharawan Pembangunan . 

Pasal S 

TATA USARA KEUANGAN DESA • 

BAB ID 

(2) Oelanja Pembangunan scble-imana dimalcsud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b 
terdiri dari : 
a. Belanja Prasarana Pemerintahan Desa ; 
b. Belanja Prasarana Perekonomian ; 
e, Belanja Prasarana Pembangunan ; 
d. Belanja Prasarana Sosial . 

-4- 
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(3) Peneiapan Peraruren Desa sebagaimaoa dimaksud dalam ayat (1), dilakukan 
setelah Perubahan Anggarao Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
Semarang ditetllpkan. 

(2) Pcmbabasao peNbahan APB Oesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
dilaksanakan oleb BPD bersama Kepala Desa, 

(I) Apabi!a terjadi perubahan pendapatan dan belanja dalam APB Desa yang 
telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan angpan dengan penelapan 
Pcranitan Desa. 

BABVl 

PERUBAHAN APB Desa 

Pasal 10 

(!) Setdah menerima Rencana APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2), BPD segera menelapkan jadwal waktu pembehasan • 

(2) Pembahasan Rencana APB Desa sebagaimana dimaks>Jd dalam ayat (I), 
dilaksanakao oleb BPD bersama Kepala Desa pada setiap awal Tahun 
Anggaran. 

(3) APB Desa ditetapkan paling Jama I (satu) bulao setelah penetapao Anggaran 
Pendapatan dan Belaoja Daerah KabupatCO Semarang. 

(4) Apabila Reecana APB Desa yang diajukao oleh Kepala Desa, diiolak oleh 
BPD maka Kepala Desa mengacu APB Desa Tahun Angganm yang lalu . • 

Pa.sal 9 

BABY 

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APB Desa 

(I) Setiap menjelang tahun ~ baru Bupali Semarang memberikan 
pedoman penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD. 

(2) Paling oingkat satu bulao meojelang berakhimya Tahon Anggaran , Kepala 
Desa menyu>un Rencana APB Desa untuk Tahun Ang8)1nn beru:utnya. 

(3) Rencana pendapatan, rencana belaoja rutin dan reocana belanja 
pembangunan disusun betduarlcan kebutuban riil labun anggaran Yl118 
bersanglcutan berdasarkan Prognim T ahuoan Desa . 

(4) Rencana APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada 
BPD untuk mendapatkan pembahasan . 

PENYUSIJNAN APB Desa 

BABIY 

-S- 
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(I) Mekanisme pengawasan pclaksanaan, APB Desa dil•ksanakan oleh BPD 
sesuai dengan lllgas, wewenang dan hale yang secara rinci diaiur dalam taia 
tertib BPD . 

MllKANISME PllNGAW ASAN PELAKSANAAN APB Desa 

Pasal 13 

BABtx 

(2) .Bentuk pcnanggungjawaban Kepala Desa "'bagaimaoa dimaksod dalam ayat 
(I) berisi data dan pclaksanaan program yang dirangkum dalam selluah bulru. 

(3) Sistematika buku pcrtanggungjawaban Kepala Desa ditetapkan dengan 
Kepu1usan Bupati Semarang. 

Pasal 12 

()) Paling lama I (satu) bulan setelah perhilllngan APB Desa Kepala Desa wajlo 
membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban pclaksaoaao APB Desa 
kepadaBPD. 

MllKANISME DAN BENTUJ( PE.RTANGGUNGJAWABAN APB Desa 

BABVID 

BABVIl 
PllRHITUNGAN APB Desa 

Pasal 11 

(l) Paling lama 2 ( dua) bulan ~elah ditetapkannya APB Desa tarun berjalan, 
Kcpala Desa bersama BPD wajib mencl4pbn pcrbitutJ8lln APB Desa tahun 
~ sebclumnya dcngan Peralllran Desa. 

(2) Perhitungan APB Desa sd>agaimana dimaksud dalam ayat (I) disusun 
meOOflll urutan ,wunan clan pcnjolasan dari semua pos..pos anss-ran. yaitu : 
Selisih anwa pcrkiraan pcnerimaan dan pcnerimaan sebenamya setta 
pcrkiraan pcngeluaran dan pe,,ge]uaran sebenarnya dengan meoyebut kurang 
lebihnya. 

(3) Perllllran Desa "'bagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilaporkan kcpada 
.Bupati Semarang paling lambat 14 (empat ~las) bari setelah ditetapkan 
deogan ternbusan Camat . 

(S) Penetapan PetlllUtlD Des& "'bagaimana dimabud dalam ayat (J) dilaporkan 
keplda Bupati Semarang paling IJllDbal IS (lima belas) hari setclah 
ditetapkan deogan tembwan camat. 

(4) Dalam ha! Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Semarang 
tidak mengalami perubahan, malca perubahan APB Desa dapat ditetapkan 
dalam PcralU..., Desa. 

• 6. 
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~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan 
Pennuran Daetah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab 
Kabupaten Semarang . 

Peta!Ufan Daerab ini mulai berlaku pada tansgal diuodanglcan . 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

BABXII 

(]) Anggaran Penerimaan dan Pengelwuan Keuangan Desa ( APPKD) pada saat 
berlalcunya Pcnuuran Daerah ini, tetap dilaksanalcan sebagai Pedoman daJam 
penyeleoggaraan Pemerinla.ban dan Pembangunan Desa, wnpai de11g&n 
disusunny,, APB Desa berdasarkan Petannn Daerab ini 

(2) Bendahan,wan Dess yang ada pada saat berlalrunya Peraruran Daerah ini, 
tetap melaksanakan nigasaya, sampai dengan diangkatnya Bendaharawan 
Desa berdasarkan Petaturan Daerah ini. 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal IS 

BABXI 

(l) Apabila Bendabarawan Desa dalam menjalanlcan iugasnya cabukti 
menyalabgullllkan keuangan APB Desa, maka Bendaharawan llesa tersebut 
wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang 
disalabgunalcan dan yaog bersanglrutan dapat dituntut ses.J4i deogan 
keteotuan hukwn yang berlalcu. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimalcsud daJam ay,,t (1), barns sudah diselesaikan 
paling lama 30 (tiga puluh) bari terbitun_g sejalc dikmhuiny,, bukti 
penyalahgunaan kaw,gan APB Dess, 

BABX 
TUNTUTANPERBENDAHARAANDAN TUNTUTAN GANTI RUG! 

Pasal 14 

(2) Kepala Desa wajib melapo,w Pelalcsanaan APB Desa kepada BPD setiap 

triwulan. 

- 7 - 
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Cukup jelas . 

Cukupjelas 

Papi 5 

Cukupjelas 

Pual4 

Pua13 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Puall 

Pas1l I 

n PAS.AL DEMI PASAL 

SaJah salU Peraruran Oaerah K.abupaten Semarang d4lam rangka melaksanakan ketentuan 
Pasal 111 Undang-undang Non,or 22 Tahun 1999 dan Keputusan Mcmeri 0aJam Negeri Nomor 
64 Taron 1999 tersebut di atas adal$ Peraturan Daerab .Kabupaten Semarang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa. 

L UMUM 
Bahwa dengan berlakunya Undang'<lndang N00>0r 22 Tahon 1999 Tahon I 999 tentang 

Pemecimahan Oacrah, khususnya Pasal 111 yang menentukan "Pcngaturan Jebib Janjut 
mengenai Desa ditctapkan dawn Pcraruran Oacrah Kabupaten , sesuai dcngan Pedoman umum 
yang ditetapkan oleh Pemerinlah bcrdasatkan Undaqg"Undang ini", maka keluatlah Keputusan 
Menteri Oalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengiuuran rnetl8enai 

Desa. 

DENGAN RAHMAT 1UFIAN YANG MAHA ES.A 

BUPATI SEMARANG, 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATBN SEMARANG 
NOMOR 10 TAHUN 2000 

TENT ANG 
ANGGARAN PENOAPATAN DAN llELANJA DE.SA 

-8- 
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Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Pasalll 

CuJrup jelas . 

PawU 

Pua! 11 

Ayat (4) 

Pada da.sarnya .Perubahan Anggaran tidal< selalu harus ada pada setiap ral,un BnB88""', oleh 
karena itu dalam bal Pemorintah Kabupaten tidal< melakukan Perubaban Anggaran, mah 
Desa dapat melalmkan Petllbaban APB Desa, maksimal I (satu) kali dalam I (SatU} Tahun 
Anggaran. 

Ayat {S) 

CuJrup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat {l) 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Paul9 

Cukupjelu 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pual7 

Cukupjelas 

Pau16 

.9. 
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Cukupjelu 

Pasal 16 

Culwpjelu 

Pasal 15 

• 
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